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ABSTRAK 
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana penahanan anak untuk 
kepentingan penyidikan menurut sistem 
peradilan pidana anak di Indonesia dan 
bagaimana perlindungan hak-hak anak selama 
dalam proses penahanan untuk kepentingan 
penyidikan. Dengan menggunakan metodep 
penelitian yuridis normatif, maka dapat 
disimpulkan: 1. Penahanan anak untuk 
kepentingan penyidikan menurut sistem 
peradilan pidana anak di Indonesia, dilakukan 
dengan cara penahanan harus melindungi 
keamanan Anak, sehingga perlu penempatan di  
dilaksanakan di Lembaga Penempatan Anak 
Sementara (LPAS) Dalam hal tidak terdapat 
LPAS, penahanan dapat dilakukan di Lembaga 
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) 
setempat. Penahanan untuk kepentingan 
penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari. 
Jangka waktu penahanan atas permintaan 
Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut 
Umum paling lama 8 (delapan) hari. Apabila 
jangka telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan 
demi hukum. 2. Perlindungan hak-hak anak 
selama dalam penahanan untuk kepentingan 
penyidikan yang merupakan salah satu unsur 
dalam proses peradilan pidana perlu dilakukan 
dengan memperhatikan hak-hak anak untuk 
diperlakukan secara manusiawi dengan cara 
memenuhi kebutuhannya sesuai dengan 
umurnya berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Anak dalam 
pertumbuhan dan perkembangannya 
memerlukan perlakuan khusus termasuk yang 
berkonflik dengan hukum dalam dalam proses 
peradilan pidana. 
Kata kunci: Penanganan anak, penyidikan, 
sistem peradilan pidana anak 
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PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Perlindungan hukum bagi anak dapat 
diartikan sebagai upaya perlindungan hukum 
terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi 
anak serta berbagai kepentingan yang 
berhubungan dengan kesejahteraan anak. jadi 
masalah perlindungan hukum bagi anak 
mencakup ruang lingkup yang sangat luas.3 
Pasal 64 Perlindungan Khusus bagi Anak 
yang berhadapan dengan hukum sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b 
dilakukan melalui: huruf (g): penghindaran dari 
penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali 
sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang 
paling singkat.4 
Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang 
selanjutnya disebut Anak adalah anak yang 
telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi 
belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang 
diduga melakukan tindak pidana. (Pasal 1 angka 
3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).  
Keberadaan anak yang ada dilingkungan kita 
memang perlu mendapat perhatian, terutama 
mengenai tingkah lakunya. Dalam 
perkembangannya ke arah dewasa, kadang-
kadang seorang anak melakukan perbuatan 
yang lepas kontrol, ia melakukan perbuatan 
yang tidak baik sehingga dapat merugikan 
orang lain atau merugikan diri sendiri.5 Anak-
anak jalanan tak hanya menjadi korban 
kekerasan, tetapi mereka juga menjadi pelaku 
kekerasan setelah sebelumnya, mengalami 
perlakuan yang sama. Mereka belajar dari 
orang dewasa bahwa hanya dengan kekerasan 
mereka bisa bertahan hidup. Anak-anak tak 
hanya menjadi korban kerusuhan dan perang, 
mereka juga menjadi pelakunya.6  
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Mengingat ciri dan sifat yang khas pada 
Anak dan demi pelindungan terhadap Anak, 
perkara Anak yang berhadapan dengan hukum 
wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak 
yang berada di lingkungan peradilan umum. 
Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, 
ditahan, dan diadili pembinaannya wajib 
dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami 
masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses 
peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan 
masyarakat wajib mengupayakan proses 
penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni 
melalui Diversi berdasarkan pendekatan 
Keadilan Restoratif.7 
Keadilan Restoratif adalah penyelesaian 
perkara tindak pidana dengan melibatkan 
pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan 
pihak lain yang terkait untuk bersama-sama 
mencari penyelesaian yang adil dengan 
menekankan pemulihan kembali pada keadaan 
semula, dan bukan pembalasan (Pasal 1 angka 
6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak). Diversi adalah pengalihan penyelesaian 
perkara Anak dari proses peradilan pidana ke 
proses di luar peradilan pidana. (Pasal 1 angka 7 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 




B. RUMUSAN MASALAH 
1.  Bagaimanakah penahanan anak untuk 
kepentingan penyidikan menurut sistem 
peradilan pidana anak di Indonesia ? 
2.  Bagaimanakah perlindungan hak-hak anak 
selama dalam proses penahanan untuk 
kepentingan penyidikan ? 
 
B. METODE PENELITIAN 
Metode yang digunakan ialah metode 
penelitian yuridis normatif  dan penggunaan 
metode ini memerlukan upaya untuk 
melakukan studi kepustakaan agar dapat 
dikumpulkan bahan-bahan hukum yang 
diperlukan yaitu: bahan hukum primer yaitu: 
peraturan perundang-undangan yang sesuai 
dengan materi penulisan Skripsi dan bahan 
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Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak. I. Umum. 
hukum sekunder yaitu: literatur-literatur, 
karya-karya ilmiah hukum dan bahan hukum 
lainnya yang diperoleh dari media cetak 
maupun elektronik apabila diperlukan. Bahan-
bahan hukum tersier diperlukan untuk 
menjelaskan istilah-istilah dan pengertian yang 
digunakan dalam penulisan ini, seperti kamus-
kamus umum dan kamus-kamus hukum. 
 
PEMBAHASAN 
A.  Penahanan Anak Untuk Kepentingan 
Penyidikan Menurut Sistem Peradilan 
Pidana Anak Di Indonesia  
Perbuatan pidana semata menunjuk pada 
perbuatan baik secara aktif maupun secara 
pasif, sedangkan apakah pelaku ketika 
melakukan perbuatan pidana patut dicela atau 
memiliki kesalahan, bukan merupakan wilayah 
perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada 
pertanggungjawaban pidana. 8   Perbuatan 
pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh 
suatu aturan hukum, larangan mana disertai 
ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, 
bagi barang siapa yang melanggar larangan 
tersebut. 9   Dapat juga dikatakan bahwa 
perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu 
aturan hukum dilarang dan diancam pidana, 
asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan 
ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu 
keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh 
kelakuan orang), sedangkan ancaman pidanya 
ditujukan kepada orang yang menimbulkan 
kejadian itu.10  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 30 
ayat: 
(1) Penangkapan terhadap Anak dilakukan 
guna kepentingan penyidikan paling lama 
24 (dua puluh empat) jam. 
(2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan 
dalam ruang pelayanan khusus Anak. 
(3) Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak 
belum ada di wilayah yang bersangkutan, 
Anak dititipkan di LPKS. 
(4) Penangkapan terhadap Anak wajib 
dilakukan secara manusiawi dengan 
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memperhatikan kebutuhan sesuai dengan 
umurnya. 
(5) Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di 
LPKS dibebankan pada anggaran 
kementerian yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang sosial. 
Penjelasan Pasal 30 ayat: (1) Penghitungan 
24 (dua puluh empat) jam masa penangkapan 
oleh Penyidik dihitung berdasarkan waktu 
kerja. 
Penyidik dapat berkoordinasi dengan 
Penuntut Umum untuk memberi petunjuk dan 
kelengkapan berkas dapat segera terpenuhi 
guna kepentingan penyidikan sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 
Pasal 31 ayat: 
(1) Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik 
berkoordinasi dengan Penuntut Umum. 
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 
1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam 
sejak dimulai penyidikan. 
Penjelasan Pasal 31 ayat (2) Koordinasi 
dilakukan dengan memberi petunjuk dan visi 
agar kelengkapan berkas dapat segera 
terpenuhi secara formal dan materiil. 
Mengingat ciri dan sifat yang khas pada 
Anak dan demi pelindungan terhadap Anak, 
perkara Anak yang berhadapan dengan hukum 
wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak 
yang berada di lingkungan peradilan umum. 
Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, 
ditahan, dan diadili pembinaannya wajib 
dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami 
masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses 
peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan 
masyarakat wajib mengupayakan proses 
penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni 
melalui Diversi berdasarkan pendekatan 
Keadilan Restoratif. 11  Untuk kepentingan 
penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik 
berwenang melakukan penangkapan. Untuk 
kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik 
pembantu berwenang melakukan penangkapan 
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 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. . Umum. Alinea ke-
10. 
(Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana).12  
  
B. Perlindungan Hak-Hak Anak Selama Dalam 
Proses Penahanan Untuk Kepentingan 
Penyidikan  
1. Hak Anak Dalam Proses Peradilan Pidana 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak. Pasal 2 Sistem Peradilan Pidana Anak 
dilaksanakan berdasarkan asas:13  
a. pelindungan;  
b. keadilan;  
c. nondiskriminasi;  
d. kepentingan terbaik bagi Anak;  
e. penghargaan terhadap pendapat Anak;  
f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang 
Anak;  
g. pembinaan dan pembimbingan Anak;  
h. proporsional;  
i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan 
sebagai upaya terakhir; dan  
j. penghindaran pembalasan. 
Penjelasan Pasal 2 Huruf (a) Yang dimaksud 
dengan ”pelindungan” meliputi kegiatan yang 
bersifat langsung dan tidak langsung dari 
tindakan yang membahayakan Anak secara fisik 
dan/atau psikis. Huruf (b) Yang dimaksud 
dengan “keadilan” adalah bahwa setiap 
penyelesaian perkara Anak harus 
mencerminkan rasa keadilan bagi Anak. Huruf 
(c)Yang dimaksud dengan ”nondiskriminasi” 
adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda 
didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, 
jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status 
hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta 
kondisi fisik dan/atau mental. Huruf (d) Yang 
dimaksud dengan ”kepentingan terbaik bagi 
Anak” adalah segala pengambilan keputusan 
harus selalu mempertimbangkan kelangsungan 
hidup dan tumbuh kembang Anak. Huruf (e) 
Yang dimaksud dengan ”penghargaan terhadap 
pendapat Anak” adalah penghormatan atas hak 
Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan 
pendapatnya dalam pengambilan keputusan, 
terutama jika menyangkut hal yang 
memengaruhi kehidupan Anak. Huruf (f) Yang 
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dimaksud dengan ”kelangsungan hidup dan 
tumbuh kembang Anak” adalah hak asasi yang 
paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh 
negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan 
orang tua.  
Huruf (g) Yang dimaksud dengan 
”pembinaan” adalah kegiatan untuk 
meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan 
perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, 
serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik 
di dalam maupun di luar proses peradilan 
pidana. Yang dimaksud dengan 
”pembimbingan” adalah pemberian tuntunan 
untuk meningkatkan kualitas ketakwaan 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap 
dan perilaku, pelatihan keterampilan, 
profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani 
klien pemasyarakatan. Huruf h Yang dimaksud 
dengan ”proporsional” adalah segala perlakuan 
terhadap Anak harus memperhatikan batas 
keperluan, umur, dan kondisi Anak. Huruf (i) 
Yang dimaksud dengan “perampasan 
kemerdekaan merupakan upaya terakhir” 
adalah pada dasarnya Anak tidak dapat 
dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa 
guna kepentingan penyelesaian perkara. Huruf 
(j) Yang dimaksud dengan “penghindaran 
pembalasan” adalah prinsip menjauhkan upaya 
pembalasan dalam proses peradilan pidana.14  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak. Pasal 3 Setiap Anak dalam proses 
peradilan pidana berhak: 
a. diperlakukan secara manusiawi dengan 
memperhatikan kebutuhan sesuai dengan 
umurnya; 
b. dipisahkan dari orang dewasa;  
c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan 
lain secara efektif;  
d. melakukan kegiatan rekreasional;  
e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau 
perlakuan lain yang kejam, tidak 
manusiawi, serta merendahkan derajat dan 
martabatnya;  
f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana 
seumur hidup;  
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Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak. Pasal 2 huruf (g). 
g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, 
kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam 
waktu yang paling singkat;  
h. memperoleh keadilan di muka pengadilan 
Anak yang objektif, tidak memihak, dan 
dalam sidang yang tertutup untuk umum;  
i. tidak dipublikasikan identitasnya;  
j. memperoleh pendampingan orang 
tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh 
Anak;  
k. memperoleh advokasi sosial;  
l. memperoleh kehidupan pribadi;  
m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi 
anak cacat;  
n. memperoleh pendidikan;  
o. memperoleh pelayananan kesehatan; dan  
p. memperoleh hak lain sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Penjelasan Pasal 3 huruf (a) Yang dimaksud 
dengan “kebutuhan sesuai dengan umurnya” 
meliputi melakukan ibadah sesuai dengan 
agama atau kepercayaannya, mendapat 
kunjungan dari keluarga dan/atau pendamping, 
mendapat perawatan rohani dan jasmani, 
mendapat pendidikan dan pengajaran, 
mendapat pelayanan kesehatan dan makanan 
yang layak, mendapat bahan bacaan, 
menyampaikan keluhan, serta mengikuti siaran 
media massa. Huruf (d) Yang dimaksud dengan 
“rekreasional” adalah kegiatan latihan fisik 
bebas sehari-hari di udara terbuka dan Anak 
harus memiliki waktu tambahan untuk kegiatan 
hiburan harian, kesenian, atau 
mengembangkan keterampilan. Huruf (e) Yang 
dimaksud dengan “merendahkan derajat dan 
martabatnya” misalnya Anak disuruh membuka 
baju dan lari berkeliling, Anak digunduli 
rambutnya, Anak diborgol, Anak disuruh 
membersihkan WC, serta Anak perempuan 
disuruh memijat Penyidik laki-laki. Huruf (l) 
Selama menjalani proses peradilan, Anak 
berhak menikmati kehidupan pribadi, antara 
lain Anak diperbolehkan membawa barang atau 
perlengkapan pribadinya, seperti mainan, dan 
jika anak ditahan atau ditempatkan di LPKA, 
Anak berhak memiliki atau membawa selimut 
atau bantal, pakaian sendiri, dan diberikan 
tempat tidur yang terpisah. Huruf (p) Yang 
dimaksud dengan “peraturan perundang-
undangan” antara lain Undang-Undang tentang 




Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang 
tentang Pemasyarakatan.15 
 
2. Pendekatan Restoratif 
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
menyatakan pada Pasal 5 ayat: 
(1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib 
mengutamakan pendekatan Keadilan 
Restoratif. 
(2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. penyidikan dan penuntutan pidana 
Anak yang dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan, kecuali ditentukan lain 
dalam Undang-Undang ini; 
b. persidangan Anak yang dilakukan oleh 
pengadilan di lingkungan peradilan 
umum; dan 
c. pembinaan, pembimbingan, 
pengawasan, dan/atau pendampingan 
selama proses pelaksanaan pidana atau 
tindakan dan setelah menjalani pidana 
atau tindakan. 
(3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a dan huruf b wajib diupayakan 
Diversi. 
Penjelasan I. Umum Atas Undang-undang 
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak, menjelaskan substansi yang paling 
mendasar dalam Undang-Undang ini adalah 
pengaturan secara tegas mengenai Keadilan 
Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk 
menghindari dan menjauhkan Anak dari proses 
peradilan sehingga dapat menghindari 
stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan 
dengan hukum dan diharapkan Anak dapat 
kembali ke dalam lingkungan sosial secara 
wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran 
serta semua pihak dalam rangka mewujudkan 
hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada 
terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak 
maupun bagi korban. Keadilan Restoratif 
merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua 
pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana 
tertentu bersama-sama mengatasi masalah 
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Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak. Pasal 3 
serta menciptakan suatu kewajiban untuk 
membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik 
dengan melibatkan korban, Anak, dan 
masyarakat dalam mencari solusi untuk 
memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan 
hati yang tidak berdasarkan pembalasan.16  
 
3. Diversi 
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 6 
Diversi bertujuan: 
a. mencapai perdamaian antara korban dan 
Anak; 
b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses 
peradilan; 
c. menghindarkan Anak dari perampasan 
kemerdekaan; 
d. mendorong masyarakat untuk 
berpartisipasi; dan 
e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada 
Anak. 
(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan perkara Anak di pengadilan 
negeri wajib diupayakan Diversi. 
(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana 
yang dilakukan: 
a. diancam dengan pidana penjara di 
bawah 7 (tujuh) tahun; dan 
b. bukan merupakan pengulangan tindak 
pidana. 
Musyawarah dengan melibatkan Anak dan 
orang tua/Walinya, korban dan/atau orang 
tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, 
dan Pekerja Sosial Profesional untuk 
kepentingan diversi diatur Undang-undang 
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak, Pasal 8 ayat: 
(1) Proses Diversi dilakukan melalui 
musyawarah dengan melibatkan Anak dan 
orang tua/Walinya, korban dan/atau orang 
tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, 
dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan 
pendekatan Keadilan Restoratif. 
(2) Dalam hal diperlukan, musyawarah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, 
dan/atau masyarakat. 
(3) Proses Diversi wajib memperhatikan: 
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a. kepentingan korban;  
b. kesejahteraan dan tanggung jawab 
Anak;  
c. penghindaran stigma negatif; 
d. penghindaran pembalasan;  
e. keharmonisan masyarakat; dan  
f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban 
umum.  
Pertimbangan dalam melakukan Diversi oleh 
Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim diatur 
dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 9 
ayat: 
(1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim 
dalam melakukan Diversi harus 
mempertimbangkan: 
a. kategori tindak pidana; 
b. umur Anak; 
c. hasil penelitian kemasyarakatan dari 
Bapas; dan 
d. dukungan lingkungan keluarga dan 
masyarakat. 
(2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan 
persetujuan korban dan/atau keluarga 
Anak Korban serta kesediaan Anak dan 
keluarganya, kecuali untuk: 
a. tindak pidana yang berupa 
pelanggaran;  
b. tindak pidana ringan;  
c. tindak pidana tanpa korban; atau  
d. nilai kerugian korban tidak lebih dari 
nilai upah minimum provinsi 
setempat.  
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
Kesepakatan diversi dapat dilakukan hanya 
untuk bentuk-bentuk tindak pidana berupa 
pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak ada 
korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih 
dari nilai upah minimum provinsi setempat, 
sebagaimana dinyatakan pada Undang-undang 
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak, Pasal 10 ayat: 
(1) Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan 
tindak pidana yang berupa pelanggaran, 
tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa 
korban, atau nilai kerugian korban tidak 
lebih dari nilai upah minimum provinsi 
setempat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh 
penyidik bersama pelaku dan/atau 
keluarganya, Pembimbing 
Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan 
tokoh masyarakat. 
(2) Kesepakatan Diversi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
Penyidik atas rekomendasi Pembimbing 
Kemasyarakatan dapat berbentuk: 
a. pengembalian kerugian dalam hal ada 
korban; 
b. rehabilitasi medis dan psikososial; 
c. penyerahan kembali kepada orang 
tua/Wali; 
d. keikutsertaan dalam pendidikan atau 
pelatihan di lembaga pendidikan atau 
LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau 
e. pelayanan masyarakat paling lama 3 
(tiga) bulan. 
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 
mengatur mengenai bentuk-bentuk 
kesepakatan diversi sebagaimana dinyatakan 
pada  Pasal 11 Hasil kesepakatan Diversi dapat 
berbentuk, antara lain: 
a. perdamaian dengan atau tanpa ganti 
kerugian; 
b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; 
c. keikutsertaan dalam pendidikan atau 
pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS 
paling lama 3 (tiga) bulan; atau 
d. pelayanan masyarakat. 
Bentuk kesepakatan Diversi aharus 
disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang 
bertanggung jawab di setiap tingkat 
pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai 
dengan daerah hukumnya, sebagaimana 
dinyatakan pada Pasal 12 ayat: 
(1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk 
kesepakatan Diversi. 
(2) Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh 
atasan langsung pejabat yang bertanggung 
jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke 
pengadilan negeri sesuai dengan daerah 
hukumnya dalam waktu paling lama 3 
(tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk 
memperoleh penetapan. 
(3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan dalam waktu paling 
lama 3 (tiga) hari terhitung sejak 
diterimanya kesepakatan Diversi. 




(4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing 
Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut 
Umum, atau Hakim dalam waktu paling 
lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. 
(5) Setelah menerima penetapan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
Penyidik menerbitkan penetapan 
penghentian penyidikan atau Penuntut 
Umum menerbitkan penetapan 
penghentian penuntutan. 
Apabila proses Diversi tidak menghasilkan 
kesepakatan; atau kesepakatan Diversi tidak 
dilaksanakan, maka menurut Undang-undang 
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak, Pasal 13: Proses peradilan pidana 
Anak dilanjutkan dalam hal: a. proses Diversi 
tidak menghasilkan kesepakatan; atau b. 
kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan. 
Tindakan diversi dapat dilakukan oleh pihak 
kepolisian, kejaksaan, pihak pengadilan 
maupun Pembina lembaga pemasyarakatan. 
Penerapan diversi di semua tingkatan ini 
diharapkan mengurangi efek negatif (negative 
effect) keterlibatan anak dalam proses 
peradilan tersebut.17  Ide Diversi yang diatur 
dalam SMRJJ atau The Beijing Rules, mengatur 
bahwa ide diversi dapat dilakukan tidak hanya 
terbatas pada kejahatan anak yang ringan 
saja.18 
Indonesia sebagai Negara Pihak dalam 
Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the 
Rights of the Child) yang mengatur prinsip 
pelindungan hukum terhadap anak mempunyai 
kewajiban untuk memberikan pelindungan 
khusus terhadap anak yang berhadapan dengan 
hukum. Perlindungan khusus diperlukan pada 
setiap tahap peradilan, penyelidikan, 






1.  Penahanan anak untuk kepentingan 
penyidikan menurut sistem peradilan pidana 
anak di Indonesia, dilakukan dengan cara 
penahanan harus melindungi keamanan 
Anak, sehingga perlu penempatan di  





dilaksanakan di Lembaga Penempatan Anak 
Sementara (LPAS) Dalam hal tidak terdapat 
LPAS, penahanan dapat dilakukan di 
Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan 
Sosial (LPKS) setempat. Penahanan untuk 
kepentingan penyidikan dilakukan paling 
lama 7 (tujuh) hari. Jangka waktu penahanan 
atas permintaan Penyidik dapat 
diperpanjang oleh Penuntut Umum paling 
lama 8 (delapan) hari. Apabila jangka telah 
berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi 
hukum.  
2. Perlindungan hak-hak anak selama dalam 
penahanan untuk kepentingan penyidikan 
yang merupakan salah satu unsur dalam 
proses peradilan pidana perlu dilakukan 
dengan memperhatikan hak-hak anak untuk 
diperlakukan secara manusiawi dengan cara 
memenuhi kebutuhannya sesuai dengan 
umurnya berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Anak 
dalam pertumbuhan dan perkembangannya 
memerlukan perlakuan khusus termasuk 
yang berkonflik dengan hukum dalam dalam 
proses peradilan pidana. 
 
B. Saran 
1. Menurut sistem peradilan pidana anak di 
Indonesia, maka penahanan anak hanya 
dapat dilakukan dengan syarat anak telah 
berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; 
dan diduga melakukan tindak pidana dengan 
ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun 
atau lebih. Aparatur hukum perlu 
melaksanakan pertauran perundang-
undangan yang berlaku. 
2.  Untuk kepentingan penyidikan perlindungan 
hak-hak anak selama dalam penahanan 
perlu dilakukan dengan memenuhi 
kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial 
memerlukan dukungan kerjasama antara 
pemerintah dengan lembaga-lembaga sosial. 
Peran dan tugas masyarakat, pemerintah, 
dan lembaga negara lainnya merupakan 
suatu kewajiban yang dilakukan dengan 
penuh tanggung jawab untuk meningkatkan 
kesejahteraan Anak serta memberikan 
pelindungan khusus kepada Anak yang 
berhadapan dengan hukum. 
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